BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga
dilakukan dengan menyediakan berbagai layanan yang bisa memenuhi
kebutuhan hak anak dan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak
yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal
tersebut dibuktikan dengan adanya kasus Siro seorang anak yang menjadi
korban kekerasan oleh bapak kandungnya sendiri saat ditangani oleh Dinas
Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak
memerlukan proses yang sulit karena dinas terkait telah bekerjasama
dengan PPT Seruni selaku lembaga yang membantu mengurus anak-anak
yang bermasalah dengan hukum.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang telah menjalankan peran dan peranannya yang dapat
dikategorikan sebagai peranan imperatif karena menjalan peran dan

peranannya sebagai organisasi pemerintahan yang mempunyai tugas dan
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kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 35
Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Surat Keputusan
Nomor 800/1363/2018 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

2. Faktor yang membuat Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Semarang belum dapat sepenuhnya memaksimalkan perannya
dalam pemenuhan hak anak, yaitu: belum sinkronya kebijakan perangkat
daerah, ketimpangan gender di masyarakat serta adanya pengaruh
lingkungan masyarakat terhadap meningkatnya angka kekerasan dalam
rumah tangga, namun faktor-faktor tersebut dapat diatasi oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
bersama dengan PPT Seruni dengan membentuk jaringan perlindungan
perempuan dan anak (JPPA) serta mengkoordinasikan kembali kebijakan
antara unit perangkat daerah berkaitan dengan perlindungan anak.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
dalam karya tulis ini, maka penulis hendak menyampaikan beberapan saran

yang harapannya dapat dipertimbangkan di kemudian hari khususnya bagi
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pihak terkait yaitu Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah

a. Memudahkan pencairan anggaran kepada Dinas Permberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang agar pembangunan
fasilitas penunjang bisa lebih merata supaya bisa meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat di Kota Semarang khusunya anak korban
kekerasan, salah satunya adalah menciptakan ruang aman bagi anak
seperti dibangunnya rumah aman bagi anak-anak yang menjadi korban
di tiap kecamatan.

2. Bagi Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang

a. Mengoptimalkan kembali Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak
(JPPA) supaya bisa memberikan pemenuhan hak anak di kelurahan kota
Semarang untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
dan anak agar penanganan kasus lebih cepat dilakukan.

b. Selalu menyelenggarakan kegiatan penyuluhan serta sosialisasi kepada
masyarakat secara luas, seperti workshop kelurahan layak anak tingkat
Kota Semarang, sosialisasi ibu-ibu PKK tentang pencegahan kekerasan
dalam rumah tangga.

c. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga yang bergerak

dibidang perlindungan anak guna meningkatkan pelayanan agar lebih
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baik kedepannya, seperti layanan informasi dan pengaduan di tingkat
rukun tetangga dan desa/kelurahan harus ditingkatkan kembali supaya
ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan mengakibatkan korban

anak-anak masyarakat mengetahui kemana mereka harus melapor.

88



